WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOTA TEBING TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing
inggi telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing
inggi Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing
Tinggi Nomor 37 Tahun 2019;
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 dan Pasal
79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan:
Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali('
Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi\
Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; -

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Menetapkan :

10.
11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Isng::;r 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
H

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING

TINGGI.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Tahun 2016 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

a. Nomor 27 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2018 Nomor 27);

b. Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2019 Nomor 38);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh
Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

8. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan
dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi
birokrasi;

g pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut:
| Pasal 10
(1) Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariai.:
dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari

2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing !nspektur
Pembantu membawahi kelompok jabatan fungsional.



(2) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan
Keuangan; dan
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan:
C. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I
d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II;
€. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III; dan
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Lampiran III diubah, sehingga Lampiran I} berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGQGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

MUHAMMAD DHIMYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 53




BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING

TINGGI
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
I
[ 1
SUB BAGIAN
PERENCANAAN, UMUM SUB BAGIAN EVALUASI
DAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
L |
IRBAN URUSAN IRBAN URUSAN IRBAN URUSAN
PEMERINTAHAN I PEMERINTAHAN II PEMERINTAHAN I11
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JAFUNG JAFUNG JAFUNG

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN



